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JAKARTA—Hakim Mahkamah Konstitusi, 
Arsyad Sanusi, kian disorot menyusul 
pengakuan kerabatnya yang mengaku 
pernah bertemu dengan pihak yang 
beperkara. 

Aktivis Indonesia Corruption Watch, 
Donal Fariz, menilai dia harus diproses 
untuk mendapatkan kepastian hukum. 
"Ini penting untuk membuktikan dia 
masih pantas (atau tidak) duduk di 
kursi hakim MK," kata dia.

Menurut Donal, Majelis Kehormatan 
Hakim pun harus memeriksa Arsyad 
dan Akil Mochtar, yang juga disorot 

dalam kasus yang lain. 
Sebelumnya, tim investigasi yang 

dipimpin Refly Harun melaporkan 
dugaan keterlibatan anak hakim Arsyad 
dan panitera bernama Makhfud dalam 
sebuah kasus yang sedang ditangani 
MK. Laporan lain adalah dugaan ada­
nya pemberian uang sebesar Rp 1 miliar 
dari Bupati Simalungun Jopinus Ramli 
Saragih kepada hakim Akil. 

Kemarin, Neshyawati dan Zaimar, 
masing-masing putri dan adik ipar 
Arsyad Sanusi, mengaku pernah berhu­
bungan dengan calon Bupati Bengkulu 
Selatan Dirwan Mahmud. Neshyawati 
mengaku dua kali bertemu dengan 
Dirwan, yang kalah beperkara di MK. 

Sedangkan Zaimar mengaku sering 

menerima uang dari Dirwan karena 
hubungan pertemanan. "Dia suka 
ngasih duit, kadang Rp 200 ribu, 
kadang Rp 300 ribu,” ujar Zaimar 
kemarin. Dia juga dipercaya menjual 
rumah Dirwan senilai Rp 125 juta di 
Ciledug, Tangerang. Zaimar mengaku 
berkenalan dengan Dirwan atas jasa 
Arif, calon legislator dari Partai 
Demokrat asal Papua. 

Arsyad berjanji mundur jika putrinya 
terbukti terlibat dugaan suap maupun 
makelar kasus di MK. Dia mengaku 
sudah memanggil Neshyawati dan 
Zaimar untuk klarifikasi. Ia juga 
meminta Ketua MK  memeriksa 
putrinya. "Jadi, ini inisiatif saya."

Adapun kasus yang membelit Akil 

Mochtar, Refly Harun berkukuh pada 
testimoninya kepada Tim Investigasi. 
Dia mengatakan bersama Maheswara 
Prabandono bertemu dengan Bupati 
Simalungun Jopinus Ramli Saragih 
di Pondok Indah, Jakarta Selatan, 22 
September 2010. Saat itu MK sedang 
menguji kemenangan Jopinus dalam 
pemilu kepala daerah Simalungun.

Refly mengatakan, Jopinus mengaku 
sudah bertemu dengan hakim Akil 
Mochtar dan dimintai duit Rp 1 miliar. 
Jopinus setuju. Pernyataan ini dibantah 
Akil maupun Jopinus. "Itu percobaan 
penyuapan," kata Akil. Sedangkan 
Jopinus menegaskan bahwa hal itu 
fitnah belaka. 
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Mereka Harus Diperiksa. Komisi Pemberantasan Korupsi didorong aktif 
menyelidiki dugaan suap pemilu kepala daerah Bengkulu Selatan dan Simalungun, 
yang diduga melibatkan dua hakim konstitusi, Arsyad Sanusi dan Akil Mochtar, 
seperti yang, antara lain, diindikasikan dalam temuan Tim Investigasi.

KASUS SIMALUNGUN
l Ketua tim investigasi dugaan suap di 
MK, Refly Harun, mengatakan dia dan 
Maheswara Prabandono bertemu Bupati 
Simalungun Jopinus Ramli Saragih di 
Perumahan Pondok Indah, Jakarta 
Selatan, 22 September 2010. Saat 
itu MK sedang menguji kemenangan 
Jopinus dalam pemilu kepala daerah 
Simalungun.

l Menurut Refly, Jopinus mengaku su-
dah bertemu dengan Akil Mochtar dan 
dimintai duit sebesar Rp 1 miliar. Jopi-
nus menyetujui permintaan tersebut.

lJopinus menunjukkan amplop 
berlogo bank pelat merah 
yang akan diserahkan 
kepada Akil. 
Amplop berisi 
dolar Amerika
Serikat senilai
Rp 1 miliar.

KASUS BENGKULU SELATAN
l Putri hakim konstitusi Arsyad Sa-
nusi, Neshyawati, mengaku bertemu 
dengan calon bupati Bengkulu Selatan, 
Dirwan Mahmud, dua kali.

l Pertemuan pertama terjadi di tempat 
tinggal Arsyad, Apartemen Kemayoran, 
Jakarta, pada 2009. Saat itu Dirwan 
kalah beperkara di MK dan sedang 
mencari bantuan. 

l Pertemuan kedua terjadi di kawasan 
Jalan Majapahit, Jakarta Pusat, be-
berapa hari kemudian. 

 

Tanggapan 
Arsyad Sanusi:

“Saya sama sekali tidak tahu 
dan tidak ada di situ. Sekarang, 

kalau ada Om datang masuk, 
masak diusir?”

Tanggapan Akil Mochtar:
Tudingan Refly tersebut bisa 
berujung pembunuhan karakter.
Tanggapan Jopinus:
“Semua itu fitnah.”

YANG MUNGKIN 
DILANGGAR
Prinsip Integritas, 
Kode Etik Hakim MK:
Hakim konstitusi dilarang 
meminta atau menerima 
dan harus menjamin bahwa 
anggota keluarganya tidak 
meminta atau menerima 
hadiah atau manfaat dari 
pihak yang beperkara.

Sumber: 

MAHKAMAH
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DIANING SARI | 
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Arsyad Sanusi siap mundur 
jika putrinya terlibat.
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Politik Pencitraan BBM

B ola panas soal pembatasan konsumsi bahan ba-
kar minyak bersubsidi kini ada di tangan Dewan
Perwakilan Rakyat. Jika pemerintah selama ini

terkesan takut menerapkan kebijakan tidak populer,
mestinya politikus Senayan tak mengulang sikap yang
sama.Walau pahit dan merugikan citra partai, kebi-
jakan ini seharusnya disokong karena membuat ang-
garan negara lebih sehat.

Sikap ragu pemerintah sungguh kentara, lantaran
rencana itu sudah dibicarakan sejak lima tahun silam.
Kajian terhadap masalah ini juga sudah dilakukan
berkali-kali, dari soal untung-ruginya sampai urusan
penerapannya yang pasti tak mudah.Tapi baru seka-
rang pemerintah berani mengajukan usul pembatasan
konsumsi bensin dan solar ke DPR.

Menunda-nunda penyelesaian masalah yang laten
itu jelas bukan tindakan tepat. Apalagi jika pertim-
bangannya sekadar demi politik pencitraan. Misalnya,
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono khawatir peme-
rintahnya akan tercoreng karena kerap menaikkan
harga BBM. Padahal kita semua tahu persis bahwa
subsidi bahan bakar merupakan salah satu penyakit
dalam anggaran negara.

Akibatnya justru merepotkan pemerintah sendiri.
Berkali-kali pemerintah dibuat ketar-ketir oleh lon-
jakan harga minyak mentah dunia karena berakibat
membengkaknya subsidi BBM, seperti yang terjadi pa-
da 2004, 2005, dan 2008. Jika saja pemerintah berani
menetapkan harga BBM sesuai dengan harga pasar—
seperti yang pernah dilakukan pada era Presiden Me-
gawati—niscaya kekhawatiran itu tak akan muncul.

Hanya, persoalan ini tak akan pernah tuntas bila
partai-partai di DPR juga sama penakutnya dengan
pemerintah. Gejalanya pun sudah muncul. Beberapa
partai besar, seperti Golkar dan PDI Perjuangan, sa-
ngat getol menolak rencana pembatasan konsumsi
BBM bersubsidi. Padahal, jika mereka kompak mele-
takkan kepentingan anggaran negara di atas kepen-
tingan partai, seharusnya tak akan ada partai yang di-
rugikan.Tak akan ada partai yang terkesan “lebih ba-
ik”di mata rakyat.

Lemahnya kemampuan politikus dan pejabat dalam
berkomunikasi dengan rakyat membuat mereka cen-
derung berpolitik dengan mengabaikan akal sehat.
Mereka mestinya justru berupaya meyakinkan masya-
rakat bahwa kebijakan itu harus diambil agar ke-
uangan negara jadi lebih sehat. Cara ini lebih mendi-
dik masyarakat ketimbang meninabobokan mereka
dengan anggapan bahwa negara masih sanggup mem-
beri subsidi.

Pemerintah pun harus lebih gencar menjelaskan ke-
pada publik ihwal manfaat  kebijakan yang tak popu-
ler itu. Misalnya, seperti yang diungkapkan oleh Men-
teri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, pemba-
tasan konsumsi Premium di Jabodetabek saja akan
menghasilkan penghematan Rp 3 triliun. Ini belum
menghitung efeknya yang bagus bagi transportasi. De-
ngan mahalnya harga BBM, kemacetan akan sedikit
berkurang karena orang berpikir dua kali sebelum
menggunakan kendaraan pribadi.

Mestinya politikus dan pejabat pemerintah tak ha-
nya melihat sistem politik kita yang demokratis seba-
gai peluang untuk mengejar atau mempertahankan
kekuasaan. Dalam urusan pembatasan konsumsi BBM
bersubsidi, mereka seharusnya lebih mementingkan
keberlangsungan negara. ●

KUTIPAN
“Jogja, Jogja, Jogja istimewa. Istimewa 
negerinya, istimewa orangnya. 
Jogja istimewa untuk Indonesia.”

Warga Yogyakarta, kemarin di Yogyakarta, menyanyikan
bait lagu itu dalam unjuk rasa mendukung penetapan Sri
Sultan sebagai Gubernur Provinsi DIY.

“Pola subsidi seperti sekarang (ini) zalim.” 
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy

Saleh, kemarin di Jakarta, menegaskan bahwa subsidi
BBM selama ini lebih banyak dinikmati masyarakat kaya.

JAKARTA –– Komisi Pemberan-
tasan Korupsi diminta proak-
tif mengusut dugaan suap di
Mahkamah Konstitusi dalam
kaitan dengan perkara Bupa-
ti Simalungun dan Bengkulu
Selatan. Menurut Sekretaris
Jenderal Transparency Inter-
national Indonesia Teten
Masduki, KPK harus meme-
riksa dua hakim mahkamah
itu, Akil Mochtar serta Ar-
syad Sanusi, dan tidak mem-
batasi diri hanya berdasar-
kan laporan yang diserahkan
Ketua Mahkamah Konstitusi
(MK) Mahfud Md.

“Harus dituntaskan, ja-
ngan sampai isu suap menye-
bar dan mempengaruhi kre-
dibilitas Mahkamah Konsti-
tusi itu sendiri. Apalagi MK
merupakan produk reforma-
si,”kata Teten saat dihubungi
kemarin.

Teten mengatakan, dalam
pemeriksaan KPK ini duga-
an korupsi bisa dikembang-

kan hingga ke pemeriksaan
seluruh hakim dan panitera.
Untuk itu, KPK harus me-
ngembangkan penyelidikan
ke semua pihak, dari Mahka-
mah Konstitusi, Ketua Tim
Investigasi Refly Harun,
hingga Bupati Simalungun
Jopinus R. Saragih. Pemerik-
saan ini bisa dikonsolidasi-
kan dengan Pusat Pelaporan
dan Analisis Transaksi Ke-
uangan. “Refly seharusnya
dijadikan sebagai whistle
blower,”kata dia.

Menurut Ketua Harian
Masyarakat Pemantau Per-
adilan Indonesia Hasril Her-
tanto, KPK belum tentu mau
memeriksa dugaan suap itu.
“Dengan bukti yang masih
sumir dan tidak menyatakan
siapa hakimnya, KPK belum
tentu mau periksa,” ujarnya
melalui sambungan telepon.

Hasril menambahkan, Jo-
pinus seharusnya diperiksa
untuk mengetahui benarkah

dia melakukan balas jasa
atau penyuapan terhadap
hakim konstitusi.

Wakil Ketua KPK Haryono
Umar mengatakan, pihaknya
belum memutuskan tindakan
apa yang akan diambil terha-
dap laporan MK soal Refly
dan Jopinus yang diserahkan
Ketua MK Mahfud Md. dan
hakim konstitusi Akil Moch-
tar pada Jumat lalu. “Kami
masih menelaah laporan itu.
Kita tunggu saja,” kata Har-
yono melalui pesan pendek
kemarin.

Kemarin giliran Jopinus
yang melaporkan bekas
pengacaranya, Refly Harun,
ke Badan Reserse Kriminal
Mabes Polri. Jopinus menu-
ding Refly telah membuat
pengakuan ngawur yang
mencemarkan nama baiknya.

Jopinus membantah tu-
dingan pernah berniat me-
nyuap hakim konstitusi sebe-
sar Rp 1 miliar. Ia juga me-

nyanggah sempat menyiap-
kan duit sebesar itu, seperti
pernah dinyatakan Refly.
“Nggak ada itu (duit),” kata
dia setelah melaporkan Refly
ke Bareskrim Mabes Polri.

Dia mengatakan memang
pernah menyiapkan duit Rp
750 juta, tetapi itu merupa-
kan fee Refly sebagai peng-
acara.“Dia katakan saya me-
nyuap hakim MK. Saya tidak
melakukan itu,”ujar Jopinus,
yang mengaku tak pernah di-
hubungi, apalagi diperiksa,
tim investigasi yang dipim-
pin Refly.

Refly sendiri menyatakan
tak akan bersikap reaktif
ataupun memberi respons
apa pun terhadap laporan
ini.“Saya bisa memahami dia
(Jopinus) mengingkari apa
yang disampaikan di rumah-
nya di Pondok Indah pada 22
September lalu, karena posi-
sinya kejepit,”kata dia.
● ARYANI KRISTANTI | CORNILA DESYANA | ISMA SAVITRI

JAKARTA –– Tiga politikus Par-
tai Golkar melaporkan peng-
amat politik Yudi Latif ke
Badan Reserse Kriminal
Markas Besar Kepolisian RI
kemarin. Mereka menuduh
Yudi mencemarkan nama ba-
ik Ketua Umum Golkar Abu-
rizal Bakrie dalam wawanca-
ra dengan sebuah stasiun te-
levisi.

Yang melaporkan Yudi
adalah Ketua Dewan Pim-
pinan Daerah Golkar Lam-
pung Alzier Dianis, Ketua
DPD Golkar Yogyakarta
Gandung Pardiman, dan po-
litikus Golkar Erwin Ricardo
Silalahi. “Kami melaporkan
Yudi atas dugaan penghina-
an dan pencemaran nama
baik,” kata Alzier di gedung

Bareskrim Polri kemarin.
Menurut Alzier, Yudi salah

kaprah karena mengaitkan
Aburizal Bakrie dengan per-
kara mafia pajak Gayus Tam-
bunan saat diwawancarai
Metro TV, Jumat lalu.“Itu kan
wawancara soal Gayus.Kena-
pa dia menyerempet Aburizal
segala macam?”kata Alzier.

Alzier dan kawan-kawan
juga tak terima Yudi menye-
but Aburizal tanpa embel-
embel “Abang”. “Saya saja
yang lebih tua memanggilnya
‘Abang’. Dia tidak mengang-
gap raja kami,”kata Alzier.

Para politikus Golkar itu
juga menuduh Yudi berko-
mentar seolah-olah Aburizal
kongkalikong dengan Presi-
den Susilo Bambang Yudho-

yono dalam menangani ma-
fia pajak.

Adapun Yudi Latif meng-
aku bingung soal pengaduan
para politikus Golkar itu.“Di
mana unsur pencemaran na-
ma baiknya?” kata Yudi saat
dihubungi tadi malam.“Mu-
dah-mudahan itu cuma ulah
orang cari muka.”

Dalam wawancara itu, me-
nurut Yudi, dia memang me-
nyebut nama Aburizal. Saat
itu, dia mengomentari rekam-
an penuturan Gayus dalam si-
dang yang diputar sebelum
wawancara. Dalam rekaman
itu,Gayus mengaku menerima
uang dari perusahaan Grup
Bakrie,PT Kaltim Prima Coal.
“Di belakang KPC itu kan ada
Aburizal,”ujar Yudi.

Menjawab pertanyaan
pembawa acara, waktu itu
Yudi pun mengatakan, untuk
menyelesaikan kasus Gayus,
“Kuncinya ada dua: SBY dan
Ical.” Yudhoyono menjadi
kunci karena dia pemimpin
yang memegang kendali atas
kepolisian dan kejaksaan.
“Kalau SBY memiliki politi-
cal will, dia akan memerin-
tahkan polisi dan jaksa me-
nuntaskan kasus ini.”

Adapun Aburizal, menurut
Yudi, menjadi kunci karena
dia ketua umum partai poli-
tik besar. “Antar-elite politik
itu kan saling menyandera
kepentingan,”ujar doktor bi-
dang sosiologi politik lulusan
Australian National Univer-
sity itu. ● FEBRIYAN | ISMA SAVITRI

Datang ke MK

KPK Diminta Periksa 
Arsyad dan Akil

Politikus Golkar Laporkan Yudi Latif ke Polisi

Bupati Simalungun Jopinus
Ramli Saragih (kiri) bersama
Sekretaris Jenderal Mahkamah
Konstitusi Janedjri M. Gaffar
setelah bertemu dengan Ketua
MK Mahfud Md. di kantor lem-
baga ini kemarin. Saragih
membantah tudingan telah me-
nyuap hakim konstitusi.

EKO SISWONO TOYUDHO (TEMPO)

Refly seharusnya 
dijadikan 

whistle blower.
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